
BUPATI HALMAHERA BARAT
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I{TPUTUSAITT BUPAfl HALMAHERA BARAT
NOMOR tr.A lKP'rS/ t /2A26

TENTANG

PTNUITJUKAIU STAT' XIIUSUS BUPA?I HALMATITRA BARAT
BIDAITG EKONOMI DAIT KRTATIF

DALAM PEITYELESG{}ARAAIT PEMERIIITTAIIAIT DASRAII
I{ABUPATEIT IIALMAHERA BARA'T

TAHUIT 2O26

BUPATI HALMAIIERA BARAT,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka menata penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan,
pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan agar beq'alan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan, diperlukan penguatan
kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia aparatur dalam
penyelenggaraan pemerintahan Daerah;

Mengingat: 1.

bahwa mengingat kompleksnya berbagai permasalahan dalam
penyelenggaraan pemerintahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten
Halmahera Barat serta untuk peningkatan kineria Bupati. maka sangat
dibutuhkan keberadaan Staf Khusus Bupati Bidang Ekonomi dan Kreatif
Dalam Penyelenggaraarr Pemerintahan Daerah;
bahu,a berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat tZj
Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1.A Tahun 20'25 tentang
Pedoman Pengangkatan Staf Khusus Bupati mengamanatkan bahwa Staf
T/1^,,,.,,^ D,,^^+: l:^*^l-^r ^l^L D,,*^r.l -l^.^ I)^--^-^^l C.^I- I/L..^..^J\rrLlsLl5 Dt-llriaLi LllaatlBt\at UiUll ErulJilti Ltii-ii r-t'IrBaj.IE;rliatdrl |:rt.ili J\irLt5Lls
Bupati ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a*
huruf lr dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Haimahera Barat
tentang Penunjukan Staf Khusus Bupati Halmahera Barat Bidang Ekonomi
dan Kreati{' Dalam Penvelenggaraan Pemerintahal Daerah Kabupaten
Halmahera Barat Tahun 2A26;

Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-
undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah*
daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I
Maluku menjadi Undang-undang;
Undang-undang I\omor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-
undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku
Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara l3arat;
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
Hahlahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan
Sula, i{abupaten l-Ialmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Prcvinsi
Maluku Utara;
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang I'}erbendaharaan Negara;
Uneiaiig-uriclang i.iomor 5 Tairuii 2014 tentang Aparatur. Sipii Negara;
l/ndang-unclang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-undang Nomor 30 Tahun 2Al4 tentang Administrasi
Pemerintahan;
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
Undang*undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas
Undang-unclang l\cmor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perund,ang-undangan;
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimtrang;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2416 tentang Perangkat Daerah;
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14. Peraturan Pernerintah Nomor 11 Tahun '2A17 tentang Manajemen Peganvai
Negeri Sipil;
Peraturan Pemerintah i,[omor i2 Tahun 2Oi7 rentang Pembinaan rian
Pengarvasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor t2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2oll tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-undans Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-unclangan;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I2O Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2A2A tentang Pedoman
Teknis Peirgeioiaan Ke uarrgarr Daeratr;
Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2A'21
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat
Nornor 5 Tahun 2016 tentang Pemtrentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
Peraturan Daerah Kabupaten Flalmahera Barat Nomor 1 Tatrun 20'26
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hahnahera
Barat Tahun Anggaran 2A26;
Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2O2I tentang
Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10
Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
l;ah-wa berd.asarkan ketentuan Pasal 2 a-rat (i) dan Pasal 3 a-_uat i2i
Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1.A Tahun '2A'25 tentang
Pedoman Pengangkatan Staf Khusus Bupati mengamanatkan bahwa Staf'
Khusus Bupati diangkat oleh Bupati dan Pengangkatan Staf Khusus
Bupati ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 20'26 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Halrnahera Barat Tahun Anggaran 2A26;

MEMUTUSKAIY :

Menunjuk Staf Khusus Bupati Halrnahera Barat Bidang Ekonorni dan kreatii
Dalam Penlrelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Keputusan ini.
Masa kontrak kerja Staf Khusus Bupati Bidalg Ekonomi dan Kreatif llalam
Penyeienggaraan Pemerintahan Daerah seiama 12 Buian terhitung muiai
tanggal 1 Bulan Januari sampai dengan tanggal 31 Bulan Desember Tahun
2026.
Masa kontrak sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, sewaktu-waktu dapat
ditinjau dan/atau diakhiri bilamana tidak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan kebijakan
pemerintah dan/atau bertentangan dengan hal-hallain vang bersitat teknis.
Staf Khusus Bupati Bidang Ekonomi dan Kreatif Daiam Penyelenggaraall
Pemerintahan Daerah dapat diberikan tunjangan kinerja dengan besaran
Rp. 4.5OO.OOO,- (trmpat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)"
Staf Khusus Bupati bidang trkonomi dan Kreatif Daiam Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah seiain rnernperoieh tunjairgarr sebagaimana dirnaksud
pada Diktum Keempat dapat pula diberikan tambahan penghasilan lain
sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
Staf Khusus Bupati bidang Ekonomi dan Kreatif dalam penyelenggaraan
penyelenggaraan pemerintahan daerah diberikan biaya perjalanan dinas
Daiam Daerah maupun Keiuar Daerah {Dalam Negeri) disetarahkan dengan
Peq'alanan Dinas Non PNS.
Staf Kirusus Bupati Bidang Ekonomi dan Kreatif Dalam Penvelengaraan
Pemerintahan Daerah mempunyai tugas sebagai trerikut :

a. Eksistensi per:gernbangan Ekonomi rian Kreatif perdesaan rneiaiui
pemantapan kerrandirian pefranian dan horikuitural seria
pengembangan lnovasi produk komoditi perkebunan.
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b.Pemantauan budidaya, pengelolaan, permodalan, produksi, promosi,
pemasaran guna pengembangan dan penguatan ekstensi IKMIUMKM
yang kreatii produktii

c. Penguatan sumber daya Bkonomi dan Kreatif serta pengembangan
lapangan kerja bagi tenaga kerja iokal yang produktif, manusiarvi dan
berkelanjul.an;

d. Proges dan skala pertumbuhan ekonomi wilayah, mewujudkan Kabupaten
Halmahera Barat sebagai gerbang ekonomi maritim kawasan timur Negara
Kesatuan Republik Indonesia:

e. Pengembangan Ekonomi dan Kreatif guna mewujudkan Kabupaten
Halmahera Barat sebagai salah satu distinasi utama parirnisata nasional:

f. Bksistensi ketersediaan BBM secara merata, cukup dan kontinu.

KEDtrLAFAIi : Staf Khusus Bupati Bitiang Ekorrurni cian Krealif Daiarn Fenyeienggaraail
Pemerintahan Daerah dalam menjalankan tugas berkoordinasi dengan
Sekretaris Daerah dan melaporkan kepada Bupati.

KESBMBILAN: Segala biaya.yang akal timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Halmahera Barat.

KtrStrPULUH: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di-retapkan.

Ditetapkan di: Jailoio
Padatanggal : f Januari

BUPATI BARA.T,
PF^'ABAT PARAF

Sekretaris Daerah ir
Ass. Bid. Adm. Umum { frl/
Kabag Umum, Perencanaan &
Keuanqan A

I.'abag. Hukum & Orgs V
Terlr,busan;r Disampaikan \z+1^.ILIi,

1. Sekretaris Daerah Kab. F{alrnahera Barat di Jailolo,
2. Inspektur Inspektorat Kab. Llalmahera Barat di Jaiioio,
3. Kepala BKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Yang bersangkutan untuk diketaliui.
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LAMPIRAN

TENTANG

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : tVA /KPTSII12026
TANGGAL :5JANUARI2026

D,AFT'AR SUSIJNAN STAF KHUSUS BUPATI HAI-iviAHtrRA BARAT
BiDANG BKONOMI DAN KREATIF- DALAM MENDUKUNG
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
HALMAHERA BARAT TAHUN 2426

NO. NAMA JABATAN

BESARAN
TUNJANGAN

Bp)
KtrT.

I I,'ANDI SALASA

Staf Khusus Bupati
nil^-^- nl-^-^^-^^i l^,-rrtuat tH trKUt luill r uid 1r

Kreatif 4.500.000,-

2 MARTHEN MARAU

Staf Khusus Bupati
Bidang trkonomi dan
Kreatif 4.500.000,-

BUPATI BARAT,

Y, UAIIIG
Ass. Bid. Administrasi Umum

Kabag Umum, Perencanaan &

Kabag. Hukum & Orgs


